
I. Pesa! 18 ayat 161 Undang-Undang Dasar Nepra Republilc 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang·Und,;,ng No,uur 13 Tahun L 950 tentang 
Pcmbentukan Daerah-Daereh K'lbupatcn daltUn 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

3. Undang·Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemcrik== Pengelolaan dnn Tanggung Juwab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tabun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indoneeia Nomor 4400); 

4. Undang-Undang Nomor 12 TJ1hun '2011 tentnng 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 1\2, Tambahan Lembru'on Negara Rc::publik 
Indonesia Nomor 5234); 

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lcmbaran NqHra Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, TambahlUl Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Nomor 5495); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tabuo 2014 tentang 
Pemrrintahan Daerab (Lembanm Nc~<arc1. Republik 
Indonesia Tabun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran 
Negara Republik lndoneisa Nomor 5495} sebagaimana 
tclab diubah beberapa kaJJ terakhir dengan Undang 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 U!ntang Perubahan Kcdua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pcmerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
lndonesua Tahun 20 IS Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik lndoneisa Nomor 5679); 

bahwa unruk melaksanakan kf'trntuan ""bagaimana 
dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten 
Gcuuogan Nomor 15 Tahun .lOlf> tentang Keuangan dan Aset 
Desa, pertu men .. 11<pkan Peratu:rar Bupnti tentang Pedeman 
Pcnyusunan Anggaran Pendaparan dan Belanja Desa Tahun 
Anggaran 20 19: 

BUPATI GROBOGAN, 

DENGAN R!\HMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

- 

M~ngingat 

Merumbang 

PEDOMAN PEN'l'USUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEi.AN.iA DESA 
TAHUN ANCGARAN 2019 

TENT ANG 

PERATURAN BUPATI CrROBOGAN 
NOMOR 56TAHUN ?018 

BUPATJ CROBOCJ\N 
PROVINS! J,".WA TENGAH 

@LINAN I 



Dalam Peraturan Bupati ini yane dirnak:rud dengan: 
I. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai un$ur 

penyeJenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelak:sanaau urusan pemenntahan yang menjadi 
kewenangan dae,.,.h otonom. 

2. Kepala Daerah adalah Gubemur Jawa Tenph dan/aum 
Bupati Grebogan. 

J. PcrangkaL o .. erah adalab unsur pembantu Kepala 
Daerah dan De-.u> Perwak:ilan Rakyat Daerah clalam 
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang merijadi 
kewenangan. 

4. Camai: adalah pemimpin dan koordinator 
penyelenggvaao pema:imahan ch wilayah kerja 
kecamatan yang dalam pelak,iooean tugasnya 
memperoleh pclimpahan kewenangan pemerintahan dari 
Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi 
daerah, dan menyelenggarakan tugas umum 
pemerintahan di daerah, 

BAB I 
KEiENTUAN lJMUM 

Pasal I 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN 
I\NGGAR,\N PENOAPAT/\.'I UAfl BELANJA DESA TAHUN 
ANGGARAN 2019. 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Pernturan f'elaksanaal:1 Undang·Undang Nomor 6 Tahun 
2014 ten~ Desa (Lembanm Neg,u-a Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik. Indonesia Nomor 5539) sebagaimana rel.ah 
diubeh dengan Peratu.ran Pemerintah No.mot' 47 Tahun 
2015 tentang Perubahan Atas Peraruran Pemerintah 
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pclaksanaan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembamn Necara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republi.k 
Indonesia Nomor 5717); 

8 Pl<r>1"'ltran Pemerintah Nomor 60 Talrun 2014 tentang 
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendaparan 
dan Bel.allja Negara (Lembaran Negara Republi.k 
Indonesin Tahu.n 2014 Numor 168, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sehognirnaa 
telah diubah beberapa kalJ tcrakbir deogan Peraturan 
Pemcrintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 
tmtang Dana Dcsa Yang Bersumber Dari l\n,utaran 
l"<:odap .. urn dan BelanJa Negara [Lembaran Negara 
Republik lndonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tamb«han 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864): 

9. Penuuran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tamm 
2016 tentang Keu;,.ngan dan AGet Dcsa (Lcrubar.u, 
Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 8. 
T,w,bahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan 
Tahun 2016 Nomor 8); 

Menetapka.n 



5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selaajutnya 

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan 
pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui 
bersama oleh Pcmcrintab Dacrab dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah, clan ditetapkan deng,m peraturan 

daerah, 

6. Desa adalah kesaroan masyarakat bulrum yang mcwiliki 
batas wilayah yan.g berwcnang UJ\tuk mengatur dan 

mengurus urusan pemertntahan, kepentingan 
ma.syarak.ut serempar berdasarlran prakarsa 
mw,yaralult, b.ak asa.l usul, den/ atau hak tradisional 
yang d.lakui den dibo:rmati dalam system pemerintahan 
NcgaraKesatuan Republik Indonesia. 

7. Pemcri.nraban Desa adalah penyclcnggaraan urusan 
pemerintahan dan kepentingan roasyarakat setempat 
dalaro sistcm pemerintahan Negara Kcsatuan Republik 
Indonesia. 

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dib,u:\tu p...-ans)cat 
Dcsa scbagai unsur penjelenggara P~erint:ahan De-. 

9. Kepala Oesa adalah Pejabat Pemerim.a.h Dcsa ye.ug 
mcmpunyai wewenang, wgas don kcwajibe.11 unruk 

mcnyelenggarakan rumrui tangga Desanya dan 

mftllllcsanak.an rugns dari Peurerintah dan l'emerintah 
Daerah, 

10. Eo.dan Perruusyawaratan Uesa yang selanjutnya 

disiJ_1gkat BPO adaJah lembaga yang melaksanakan 
rungs! pemenntaban yang anggotanya merupakan wakil 
da.n penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah 
dan ditetapkan secara demokratis. 

11. Lembaga Kemasyara.katan adalah lembaga yang dibenruk 
oleb masyarakat sesuai dengan keburuhan clan 

merupakan mitre pemerinrah desa dalam 
membcrdayakan masyarakat, 

12. Peraturan Desa adalah perarurnn perundang-undangan 
yang diretapkan oleh K .. pala Oesa setelah dibaha» dan 
disepakau bersama BPD. 

: 



(I) Pedoman Penyusunan APB Desa Tahuo Anggaran 2019, 
meliputi: 

a. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Desa dengan 

Kebijakan Pemerintah Daerah; 
b. Prinsip Penyusunan APB Desa; 
c. Kebijakan Penyusunan APBDcsa; 
d. Teknis Penyusuoan APB Oesa; dan 
e. Hal-ha! Khusus Lainnya. 

(2) Uraian Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun AnggAran 
2019 sebagaimana dimaksud pada ayat fl) tercanrum d,.J,.,,., 
Lampiran yang merupakan bagian udak terpisahkan nA.ri 
Peraruran Bupati ini. 

Pa,sal 2 

1J. Keuangar. Deaa adalah semua hak dan kewajiban Desa 
yang dapac dinilai deogan uang serta segala sesuaru 
t>erupa uang dan barang yang berhubungan dengan 

pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. 
14. Pengelolaan Kcuangao Desa adalah keseluruhan 

kegiatan yang melipuu perencanaan, pelaksanaan, 
penatausahaa.n, pelaporan, dan pertanggungjawaban 

keuangan desa. 
lS. l<encana Kerja Pemerintah Desa yang sdanjutnya disebut 

l<Kl'Oesa, adalah penjabaran dari Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Desa uncuk jangka 
waktu I (saru) tahun. 

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desayang selanjuinya 
disebuc APBDesa, adalah reocana keuangan tahunan 
Pemerintaha.n Desa. 

11. Pedoman Penyusur.an APBDesa adalah pokok-pokok 
kebijakan sebagai perunjuk dan arah bagi pemerintah 
Desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan 
APBL>esa. 

18. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, 
adalab badan usaba yang seluruh atau sebagian besar 
modalnya d:imiJiki oleb Desa meJalui penyeraan secara 
tangsung yang berasal dari kekayaan Desa yang 
diprsahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dao 
usana lainnya uotuk sebesar-besarnya kesejahteraan 
masyarakat Desa, 



bina 
NIP. 19670317 199403 1 012 

FACHRUDIN 

Salioao sesuai asdnya, 
Kepala Bagi.an Hulrum d.an BAM 

Setda Kabu at!h Grobogan 

BERITA D,'\EKAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2018 NOMOR 56 

MOHi\MAD SUMARSONO 

:St:KRETARJS DAERAH 
KABUPATEN GROBOOAN, 

Cap Ttd 

Diundangkan ds Purwodadi 
pada ta.nggnl 18 Beptesnber 2018 

BUPATI Gt<OBOGAN, 

Cap Ttd 

SRI SUMARNJ 

Dit.etaplron di Purwodadi 
pada tanggN 18 September 2018 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintabkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempacannya 

dalain Berita Daerah Kabupaten G:robogan. 

Peraturan Bupati rru mulai berlaku pada tan88al 

diundangkan. 
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